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Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah,

Gubernur dan Bupati/Walikota.Pengawasan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk

menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan

ketentuan peraturan perundang-undangan.Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun

pelayanan/kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

adalah :

1. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkup Pemerintahan

Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam lingkup pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017,

pada dasarnya kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan pola hubungan

koordinasi antar strata pemerintahan yang meliputi pengawasan atas

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah serta pengawasan terhadap

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Inspektorat Kabupaten Lima

Puluh Kota sesuai mandatnya selain melakukan pengawasan intern di

lingkungan pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Kedudukan Inspektorat

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan aparat pengawas fungsional yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Lima Puluh Kota, dan

bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan

di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah kabupaten dan pelaksanaan urusan pemerintahan di

daerah kabupaten.

Pengawasan tersebut ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah

berjalan secara efektif, efisien dan berkesinambungan sesuai dengan rencana

dan ketentuan peraturan perundang-undangan menuju tercapainya tujuan

otonomi daerah yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta

daya saing daerah.

2. Penanganan Kasus dan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan penanganan kasus dan pengaduan masyarakat di lingkup

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ditujukan untuk meneliti, menguji dan

menindaklanjuti atas kebenaran suatu informasi yang teridentifikasi adanya

praktik KKN, baik dari hasil pemeriksaan kinerja maupun adanya

laporan/pengaduan masyarakat.
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Dalam implementasinya, penanganan kasus dan pengaduan tersebut harus

dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang jelas, transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai unsur pengawasan fungsional

berkewajiban untuk menindaklanjutinya, antara lain terhadap hal-hal sebagai

berikut:

a. Hambatan, keterlambatan, serta rendahnya kualitas pelayanan publik;

b. Penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang, dan aset atau barang milik

negara/daerah.

c. Pemeriksaan atas permohonan izin perceraian oleh Aparatur Sipil Negara

(ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Reviu Laporan Keuangan OPD dan LPPD

Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) untuk menilai penelaahan atas Laporan Keuangan

dalam rangka menguji kesesuaian antara angka-angka yang disajikan dalam

Laporan Keuangan terhadap catatan, buku dan laporan yang digunakan dalam

sistem akuntansi untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan

keuangan telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

(SAP) dan didukung oleh Sistem Pengendalian Intern yang memadai.

Pelaksanaan reviu tersebut merupakan tanggung jawab Inspektorat Kabupaten

dalam upaya meningkatkan keandalan Laporan Keuangan Pemerintahan

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memperoleh opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dari BPK-RI.

4. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi yang telah ditetapkan pada seluruh unit kerja lingkup OPD

Kabupaten dan pengelolaan sumberdayanya, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh

Kota telah melakukan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Evaluasi LAKIP dilakukan untuk melihat dan menilai kinerja Kepala OPD dengan

pendekatan komprehensif atas kinerjanya yang disusun sesuai dengan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan satu

kesatuan yang meliputi perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran

kinerja dan pelaporan kinerja yang merupakan penjabaran tugas pokok dan

fungsi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
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5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dalam pelaksanaan pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional

baik oleh Inspektorat Jenderal maupun hasil pemeriksaan eksternal oleh BPK,

masih terdapat beberapa kendala dimana banyaknya rekomendasi/saran yang

belum ditindaklanjuti oleh auditan. Sulitnya menangani tindak lanjut hasil

pengawasan fungsional tersebut, antara lain pihak ketiga/rekanan sudah

berpindah alamat, pimpinan instansi sudah pindah/mutasi, adanya dokumen

yang hilang, adanya sanggahan yang terlambat, pegawai yang terkait sudah

meninggal serta hasil pengawasan kurang jelas. Selama ini pelaksanaan tindak

lanjut oleh auditan kurang dilaksanakan secara optimal, baik tindak lanjut atas

temuan yang menyangkut kerugian negara, maupun yang bersifat administratif.

Salah satu upaya yang ditempuh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam

rangka mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu melakukan

pemantauan secara efektif terhadap seluruh unit kerja dan percepatan

pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi, Kabupaten

dan BPK-RI. Disamping itu pula perlu segera disusunnya pedoman tindak lanjut

hasil pemeriksaan yang sistematis sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh

Kota Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional di Kabupaten Lima Puluh Kota.

6. Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP merupakan suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan

secara menyeluruh oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui

suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara

terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh jajaran pegawai untuk memberikan

keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan

yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset

negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan SPIP merinci pengendalian intern ke dalam 5 (lima) unsur, yakni

lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan

komunikasi serta pemantauan pengendalian intern. Salah satu hal dalam konsep

SPIP adalah munculnya aspek soft control yaitu aspek pelaku sistem yang

tercermin dalam komponen lingkungan pengendalian, meliputi integritas dan

nilai etika, filosofis manajemen dan gaya operasi.

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai unsur pengawasan internal

berperan melakukan pengawalan terhadap penerapan SPIP pada unit kerja
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lingkup Pemerintahan Kabupaten (OPD Kabupaten) melalui pemantauan,

evaluasi SPIP dan Pembinaan dari BPKP.Kegiatan tersebut dilakukan melalui

pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi

hasil audit serta reviu lainnya.

7. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Kapabilitas yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan

yang terdiri dari tiga unsur yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM

APIP yang harus dimilki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Elemen kapabilitas APIP terdiri dari : peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM,

parktik profesional, aktivitas dan manajemen kerja, budaya dan hubungan kerja

dan struktur tata kelola.

8. Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan bentuk

pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada pemerintah sesuai

maksud pasal 9 PP No. 3 Tahun 2007 dan disampaikan paling lambat 3 (tiga)

bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. LPPD yang disampaikan dilakukan

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) sesuai PP No.

6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Provinsi

melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Kabupaten dan dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Hasil Evaluasi

disampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bahan

fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah. Adapun maksud

dan tujuan dilakukannya EPPD adalah :

(a). Mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam

memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan

hasil yang telah direncanakan.

(b). Memberikan apresiasi bagi pemerintah daerah yang sudah menyampaikan

LPPD.

(c). Sebagai bahan penetapan peringkat kinerja kabupaten/kota ditingkat

provinsi dan nasional.

(d). Memberikan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan

kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

(e). Sebagai bahan masukan untuk kementerian/LPND untuk melakukan

pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja.
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9. Koordinasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Sesuai amanat Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 23

Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

dikoordinasikan di tingkat pusat dan didaerah Kabupaten/kota. Penyusunan

PKPT dilakukan melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda)

dan Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) di tingkat

pusat.

10. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Evaluasi Penilaian Mandiri PelaksanaanReformasi Birokrasi dilakukan

berdasarkan Permen PAN dan RB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Permen PAN dan RB

Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi secara online.

Tujuan kegiatan ini adalah:

a. Untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah dan upaya-upaya perbaikan

yang perlu dilakukan.

b. Untuk menyusun profil nasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi

Kementerian PAN dan RB.

c. Untuk memfasilitasi bench learning (saling belajar dan tukar pengalaman)

mengenai keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi antar Instansi

Pemerintah.

d. Bagi Instansi Pemerintah, PMPRB digunakan untuk melakukan penilaian

mandiri (self assessment) atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Instansi

masing-masing.

11. Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dilakukan berdasarkan permenpan

no. 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju

wilayah bebas darikorupsi dan wilayahbirokrasi bersih dan melayani

dilingkunganinstansipemerintah.



II-25

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai kerja dalam

membangun Zona Integritas WBK/WBBM.

2. Terjadinya perubahan pola piker dan kerja pada unit kerja yang diusulkan

sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

3. Menurunnya resiko kegagalan yang kemungkinan timbulnya resistensi

terhadap perubahan.

12. Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang,

barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya,

baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan

dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan Pemerintah Daerah

2. Memberikan kejelasan mengenai peran, tugas dan tanggung jawab para

pihak serta pejabat/pegawai dalam pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap Program Pengendalian

Gratifikasi.

13. Pengelolaan LHKPN dan LHKASN

LHKPN adalah seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan

dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK, sementara LHKASN adalah

dokumen penyampaian daftar harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang

dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kemen PAN dan RB.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

a. Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme

b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

c. Untuk menguatkan integritas aparatur dan membentuk transparansi

aparatur.
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Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

diatas, beberapa tantangan dan peluang sebagai berikut:

A. Tantangan Pengembangan Pelayanan

1. Objek Pemeriksaan yang tidak kooperatif dan tidak respon terhadap tindak

lanjut hasil pemeriksaan dan kurangnya kepedulian untuk menindak lanjuti

hasil pemeriksaan.

2. Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP

Nomor 60 tahun 2008.

3. Peningkatan kualitas aparat pengawasan yang prosesional

4. Sarana dan Prasarana belum representative (antara lain kendaraan dinas

operasional belum cukup)

B. Peluang Pengembangan pelayanan

1. Adanya Kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional.

2. Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya

penyimpangan.

3. Komitmen aparat pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik


